PUTUSAN
Nomor 97/Pdt.G/2026/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PIRINDYAH SRI YUWANI, tempat tanggal lahir: Purwokerto, 25 Juni

1963, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan

Ayun-Ayun Nomor 25 Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten

Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Pujiastuti,

S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum di Kantor

Advokat/Konsultan “Parakletos” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani

Nomor 274 Surakarta (Depan Koramil Banjarsari) Kecamatan

Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

30 Maret 2026, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Drs. HENDARTO RAHARDJO, MA., bertempat tinggal di
Kompleks Ruko Harlyn Jalan Popda B7, Nusukan Banjarsari, Kota
Surakarta, Jawa Tengah,dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Effendi Siahaan, S.H. dan kawan-kawan Advokat pada Law Office
Effendi Siahaan, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan DI
Panjaitan Nomor 56 A-D Surakarta berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 26/SKK/IV/2026 tanggal 20 April 2026, sebagai
Tergugat [;

2. DEBORA DWI HANDAYANI, bertempat tinggal di Kompleks Ruko
Harlyn Jalan Popda B7, Nusukan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi
Siahaan,S.H. dan kawan-kawan Advokat pada Law Office Effendi
Siahaan, S.H. & Partners vyang berkantor di Jalan DI Panjaitan
Nomor 56 A-D Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
26/SKK/1V/2026 tanggal 20 April 2026, sebagai Tergugat Il;
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3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SURAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeni
Apriliawati, S.H.M.PS, M.Eng dan kawan-kawan semuanya adalah
Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Surakarta yang
beralamat di Gedung Balai Upakari, Komplek Balai Kota, Jalan
Jendral Sudirman Nomor 02, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Kota
Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
20 April 2026 sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Penggugat dengan  surat gugatan tanggal

6 April 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Surakarta pada tanggal 8 April 2026 dalam Register Nomor

97/Pdt.G/2026/PN.Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 Menikah pada tanggal 28 April 1982
dengan Akte Perkawinan Nomor : 474.2.24/P.A di Catatan Sipil
Kotamadya Salatiga.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 setelah menikah, memiliki 2 anak
Perempuan yang bernama :

a. Henny Nindiasih Rahardjo Tempat tanggal lahir Klaten , 8 Januari
1983, berdasarkan akte kelahiran Nomor 29/1983
b. Edenia Aprilia Andari Rahardjo, tempat tanggal lahir, Surakarta 29

April-1990 berdasarkan akta Kelahiran Nomor Nas. 291/2147/1990

3. Bahwa Perkawinan Tergugat | dan Penggugat sudah berlangsung selama
41 Tahun. Tergugat 1 mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan
Negeri Karanganyar, Pada tanggal 11 Agustus 2023, dengan Nomor
Perkara 57/Pdt.G/PN.Kr g

4. Bahwa Tergugat 1 Pada Tingkat Pertama Menang Penggugat
Mengajukan Banding dengan nomor Perkara 97/Pdt./2024/PT Semarang
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di Pengadilan Tinggi Semarang.Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
memenangkan Penggugat dengan amar Putusan membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor Putusan 57/Pdt.G/PN.Krg
dan menyatakan Penggugat dan Tergugat | masih Suami-Istri. Tergugat 1
Mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor perkara
4317/K/Pdt/2024 dalam Tingkat Kasasi Penggugat dinyatakan menang.
Putusan Kasasi memperkuat Putusan Tingkat Banding, nomor Perkara
97/Pdt./2024/ PT Semarang.

. Bahwa Tergugat 1, mengurus Akte Perceraian Ke Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan dasar Putusan
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Krg belum
mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Sehingga Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar Menerbitkan Akte Perceraian
Nomor 3313-CR-18 32024-0001. Dengan demikian Akte Perceraian
Tersebut tidak sah.

. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Kepada Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk
Membatalkan Akte Perceraian Nomor 3313-CR-1832024-0001. yang di
keluarkan Pada tanggal 18 Maret 2024.

. Bahwa Permohonan dari Penggugat untuk membatalkan akte perceraian
nomor : 3313-CR-1832024-0001 kepada Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah ditanggapi. Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 400.12/1 Tahun 2026, Tentang membatalkan
Akte Perceraian Nomor 3313-CR-1832024-0001, Atas Nama Tergugat 1
dan Penggugat.

. Bahwa Tergugat | berdasarkan Akte Perceraian dan Kartu Keluarga
telah dibatalkan Kepala di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karanganyar Nomor 3313-CR-1832024-0001, Telah
mencatatan Perkawinan Tergugat | dengan Tergugat Il Ke Turut
Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)
dengan nomor Akte Perkawinan 3372-KW-2307202024-0007.
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9. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan Kartu keluarga
NIK:3313112905055935, mengembalikan posisi Tergugat | sebagai
kepala keluarga.

10.Bahwa Tergugat | Mencatatkan Perkawinan dengan Tergugat I
berdasarkan Akte Perceraian 3313-CR-1832024-0001 vyang telah
dibatalkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karanganyar. Turut Tergugat ( Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Menerbitkan Akte Perkawinan Nomor:
3372-KW-2307202024-0007, atas nama Tergugat | dan Tergugat Il.

11.Bahwa Penggugat meminta Salinan Akte Perkawinan Nomor: 3372-KW-
2307202024-0007 atas nama Tergugat | dengan Tergugat Il. Tetapi
ditolak oleh Turut Tergugat ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surakarta).

12.Bahwa Penggugat sudah mendapatkan -surat Tanggapan atas
Permohonan Pembatalan Akte Perkawinan dari Turut Tergugat (Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Nomor Surat
S/400.12.3.2/187, menyarankan untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan
Perkawinan Nomor 3372-KW-2307202024-0007 . Antara Tergugat 1 dan
Tergugat Il, Di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Pencatatan
Perkawinan Tergugat | dan Tergugat Il di Turut Tergugat ( Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta).

13.Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan
Bahwasanya Perkawinan Antara Tergugat | dan Tergugat Il tidak sah,
karena Penggugat masih Istri sah Secara agama dan Negara dari
Tergugat |, dalam Perkawinan Agama Kristen tidak mengenal Poligami,
Tetapi Monogomi..

14. Bahwa Penggugat Mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan
dengan Dasar Hukum, UU nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24 Jo UU Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 39 Ayat (1)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa dan memutuskan perkara ini

sebagai berikut:
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PRIMAIR :

=

. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk keseluruhannya.

2. Menyatakan bahwa Perkawinan Antara Tergugat | dan Tergugat Il
dengan Akte Perkawinan 3372-KW-2307202024-0007 tidak sah
sehingga Batal Demi Hukum.

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta) untuk mencabut Akte Perkawinan
Nomor : 3372-KW-2307202024-0007. antara Tergugat | dan Tergugat II.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk
mengirimkan Salinan Putusan telah mempunyai kekuatan hukum kepada
Turut Tergugat (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota
Surakarta)

5. Memerintahkan Turut Tergugat ( Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Untuk - Melaksanakan Putusan
Pengadilan Negeri Surakarta

6. Membebankan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, Mohon menjatuhkan

putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat | dan Tergugat Il datang
menghadap Kuasanya, Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
antara Penggugat, Tergugat |, Tergugat Il dan Turut Tergugat melalui mediasi
sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Peni Yudawati, S.H., M.H. Hakim
pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2026
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada
Tergugat |, Tergugat Il dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk

melaksanakan persidangan secara elektronik;
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Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat |, Tergugat Il dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk
melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat |
dan Tergugat Il memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa
perkara ini dikarenakan merupakan kewenangan dari Pengailan
Tata Usaha Negara
dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar akte perkawinan
nomor 3372-KW-2307202024-0007 dinyatakan tidak sah dan batal
demi hukum. Serta meminta kepada Turut Tergugat agar
mencabut akte perkawinan nomor 3372-KW-2307202024-0007.
Pembatalan produk yang dikeluarkan pejabat berwenang
merupakan sengketa tata usaha Negara yang seharusnya
diajukan di Pengadilan Tata Usaha. Pengadilan Negeri hanya
berwenang untuk menyatakan sebuah keputusan tata usaha
Negara (termasuk akta perkawinan) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, bukan menyatakan batal sebuah keputusan Tata
usaha Negara termasuk akta perkawinan.

2. Eksepsi gugatan kabur, tidak lengkap dan tidak jelas

(Obscuurlibel)

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menuliskan nomor
akta perkawinan milik Tergugat | dengan Tergugat II. Dalam posita
maupun petitum dituliskan akta nomor perkawinan antara
Tergugat | dengan Tergugat Il adalah 3372-KW-2307202024-0007
padahal yang benar adalah 3372-KW-23072024-0001. Bahwa

oleh karena terjadi kesalahan yang cukup fatal mengenai
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penulisan nomor akte perkawinan yang menjadi pokok sengketa
mengakibatkan gugatan kabur.
Bahwa selain kesalahan penulisan akta perkawinan, dalam
petitum gugatan Penggugat juga tidak dituliskan kapan
perkawinan dilakukan. Dengan tidak dicantumkannya tanggal
pernikahan antara Tergugat | dengan Tergugat Il dapat
mengakibatkan potensi kekeliruan dalam pelaksanaannya yang
dapat merugikan pihak lain.

3. Eksepsi Gugatan sudah lewat waktu atau Daluarsa.
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu atau
daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-
undang no.l tahun 1974 tentang perkawinan karena telah
melebihi jangka waktu 6 (bulan). Jika dilihat dari perkawinan
antara Tergugat | dengan Tergugat Il yang telah dilangsungkan
sejak tahun 2024 maka gugatan Penggugat yang baru diajukan
pada tahun 2026 telah melampaui jangka waktu yang telah diatur
dalam undang-undang.

4. Eksepsi Eror in Persona
Bahwa gugatan Penggugat keliru dalam menentukan pihak-pihak
dalam gugatan. Dalam gugatan yang ditarik sebagai pihak
Tergugat 1l adalah DEBORA DWI HANDAYANI dimana para
Tergugat tidak mengetahui pihak yang dimaksud dikarenakan
dalam seluruh dokumen kependudukan yang melangsungkan
pernikahan adalah antara Tergugat | yang bernama HENDARTO
RAHARJO dengan Tergugat Il yang bernama DEWI HANDAYANI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah selayaknya apabila

eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il dikabulkan dan selanjutnya

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il mohon agar segala yang telah
diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis termuat kembali
dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak
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terpisahkan.

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat | dan Tergugat Il menolak dalil-
dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya.

3. Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il dalam melakukan pencatatan
perkawinannya telah sesuai dengan persyaratan dan prosedur
yang telah ditetapkan oleh turut Tergugat sehingga pencatatan
perkawinan Tergugat | dan Tergugat Il adalah sah.

4. Bahwa sebenarnya Penggugat telah lama mengetahui tentang
adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan antara Tergugat |
dan Tergugat Il dan tidak keberatan atas pencatatan tersebut.
Permasalahan baru terjadi ketika antara Penggugat dengan
Tergugat | tidak kunjung memperoleh kesepakatan tentang
pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat |.

5. Bahwa Tergugat | tidak pernah mendapatkan pemberitahuan
tentang adanya Surat keputusan nomor 400.12/1 tahun 2026
tentang pembatalan akta perceraian nomor 3313-CR-1832024-
0001 atas nama Penggugat dan Tergugat | yang dikeluarkan oleh
Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karanganyar

6. Bahwa oleh karena Pencatatan Perkawinan antara Tergugat | dan
Tergugat Il senyatanya telah terbit terlebih dahulu dan Surat
keputusan nomor 400.12/1 tahun 2026 tentang pembatalan akta
perceraian nomor 3313-CR-1832024-0001 atas nama Penggugat
dan Tergugat yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil kabupaten karanganyar tidak berlaku surut maka
Pencatatan Perkawinan antara Tergugat | dan Tergugat Il
sebagaimana tersebut dalam akta perkawinan nomor 3372-KW-
23072024-0001 adalah sah dan mengikat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada
yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk

menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2026/PN Skt



PRIMAIR
I. Dalam Eksepsi

1.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il untuk
seluruhnya;
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neet onvankelij

veerklaraad);

[I. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
SUBSIDAIR
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Turut Tergugat telah mengeluarkan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor: 3372-KW-2307202024-0007 antara Drs. Hendarto
Raharjo, MA. dan Debora Dwi Handayani tertanggal 23 Juli 2024

berdasarkan permohonan dari Tergugat Il dengan mengisi formulir

Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (F-2.01) tanggal 9 Juli

2024 dengan dokumen-dokumen persyaratannya:

a.

Surat Rekomendasi Pemberkatan Nikah Nomor 30/GBI.HOS/VII/2024
tanggal 2 Juli 2024;

Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia No.
027/GBI HOS/VI1/2024 tanggal 20 Juli 2024,

Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3313-CR-18032024-0001
tanggal 8 Maret 2024 antara Hendarto Rahardjo dengan Pirindiyah Sri
Yuwani yang diterbitkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-11072024-0005
tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
Fotokopi KTP Nomor 3372046609770004 atas nama Dewi

Handayani;
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f. Fotokopi KK Nomor 3372051106150013 atas nama Dewi Handayani;

g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 598/1988/D tanggal 26 Mei 1988
atas nama Dewi Handayani yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan
Sipil Kabupaten Blora;

h. Fotokopi KTP Nomor 3313112107520002 atas nama Drs. Hendarto
Rahardjo, M.A,;

I. Fotokopi KK Nomor 3313112905055935 atas nama Drs. Hendarto
Rahardjo, M.A.

2. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor: 3372-KW-2307202024-0007 antara Drs. Hendarto
Raharjo, MA. dan Debora Dwi Handayani tertanggal 23 Juli 2024 telah
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal
37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Bahwa Turut Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi
kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan di mana Undang-Undang tersebut ditujukan
untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi
dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk Indonesia sebagaimana tercantum
dalam pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat mohon

dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini

berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

tidak diterima.
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- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 4 Juni
2026, Tergugat | dan Tergugat Il mengajukan duplik tanggal 8 Juni 2026
sedangkan Turut Tergugat mengajukan duplik tanggal 10 Juni 2026;
Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat | dan
Tergugat Il terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Majelis
Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:
1. Menolak Eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il mengenai kompetensi
absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan
mengadili perkara Nomor 97/Pdt.G/2026/PN Skt;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 97/Pdt.G/2026/PN Skt
dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya
telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 474.2.24/P.Al tanggal 28 April 1982,
antara Hendarto Rahardjo dan Pirindijah Sri Juwani, diberi tanda bukti P-
1
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 29/1983, atas nama Henny Windiasih
Rahardjo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 291/2147/1990, atas nama Edenia Affrilia
Andari Rahardjo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Gugatan Tergugat | kepada Penggugat Nomor Perkara
57/Pdt.G/PN Krg, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Karanganyar = Nomor
57/Pdt.G/2023/PN Krg, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor
93/PDT/2024/PT SMG. diberi tanda bukti P-6;
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7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4317/K/Pdt./2024, diberi
tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
7ISK/1/2026/PN Krg diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Penggugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Karanganyar, diberi tanda bukti P-9;

10.Fotokopi Surat Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar Nomor 400.12/1/2026 tentang Pembatalan Akta
Perceraian Nomor 3313-CR-18032024-0001 atas nama Hendarto
Raharjo (Tergugat 1) dengan Pirindiyah Sri Yuwani (Penggugat), diberi
tanda bukti P-10;

11.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313112905055935 tanggal 18 Januari
2022 atas nama Kepala Keluarga Drs. Hendarto Rahardjo, M.A., diberi
tanda bukti P-11;

12.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313111903240001 tanggal 17
Desember 2025 atas nama Kepala Keluarga Pirindyah Sri Yuwani,
Amd.Keb, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313112905055935 tanggal 9 Februari
2026 atas nama Kepala Keluarga Drs. Hendarto Rahardjo, M.A, diberi
tanda bukti P-13;

14.Fotokopi Surat dari Penggugat tentang Laporan dan Permohonan
Pembatalan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW23072024-0001 tanggal
18 Februari 2026 antara Tergugat | dan Tergugat Il ke Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-
14,

15.Fotokopi Permohonan Penggugat untuk mendapatkan Salinan Akta
Perkawinan Tergugat | dan Tergugat Il ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat balasan Turut Tergugat tanggal 25 Februari 2026 Nomor
S/400.12.3.2/1874, diberi tanda bukti P-16;

17.Fotokopi Surat Balasan Turut Tergugat tanggal 9 Maret 2026 Nomor
S/400.12.3.2/2280, diberi tanda bukti P-17;
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18.Foto Penjaga Toko Herlin menerima Surat dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor 400.12/I Tahun 2026

tentang Pembatalan Akta Perceraian antara Tergugat | dengan

Penggugat yang dikirim Penggugat melalui Jasa grab Online, diberi tanda
bukti P-18;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 telah diberi

meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-8, bukti P-9,
bukti P-14 dan bukti P-15 berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan bukti

Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai
berikut:
1. Edenia Affrilia Andari R:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat | karena
Penggugat adalah ibu kandung Saksi, Tergugat | adalah ayah
kandung Saksi, Saksi hanya tahu dengan Tergugat Il dan Turut
Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Tergugat I;

Bahwa sebelum kenal dengan Tergugat Il, Tergugat | orangnya
sangat baik perhatian dengan keluarga namun sejak Tergugat | kenal
dengan Tergugat Il sikapnya jadi berubah menjadi tidak perhatian
dengan keluarga;

Bahwa sikap dari Tergugat | setelah hubungannya diketahui oleh
Penggugat, Tergugat | jadi sering marah-marabh;

Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat | mengajukan gugatan cerai kepada
Penggugat karena diberitahu oleh Tergugat | sedangkan setahu Saksi
hubungan Penggugat dan Tergugat | baik-baik saja;

Bahwa Tergugat | mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat dan
putusan tersebut untuk yang di Pengadilan Negeri Karanganyar
dimenangkan oleh Tergugat |, selanjutnya untuk di tingkat banding

dan tingkat kasasi dimenangkan oleh Penggugat;
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Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang pernikahan antara Tergugat |
dengan Tergugat Il kemudian pada saat Tergugat | berkunjung ke
rumah Saksi, Tergugat | memakai cincin, kemudian Saksi bertanya
kepada Tergugat | dan dijawab “bukan urusanmu” dan kemudian pada
saat Saksi mengurus perpindahan domisili ke Dukcapil Saksi melihat
sendiri kalau Penggugat sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri
dan Tergugat juga sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri dan
Saksi baru tahu pada saat itu;

Bahwa Saksi lupa nama gereja di mana Tergugat | melangsungkan
perkawinan tapi nama pendetanya seingat Saksi bernama Pendeta
Titus;

Bahwa Saksi tidak tahu, kalau pemberkatan nikah Tergugat | dan
Tergugat Il sudah didaftarkan atau belum di Dukcapil;

Bahwa Saksi pernah melihat putusan Pengadilan Negeri, putusan
Pengadilan Tinggi, putusan Kasasi tersebut;

Bahwa Tergugat | sudah tidak ada kepedulian dengan Penggugat;
Bahwa Tergugat | dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama karena
Tergugat | sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2023;

Bahwa sejak kepergian Tergugat | dari rumah, Tergugat | tidak pernah
menengok Penggugat;

Bahwa Tergugat | menikah dengan Tergugat Il (Debora Dwi
Handayani) dan setahu Saksi Dewi Handayani adalah orang yang
sama dengan Debora Dwi Handayani;

Bahwa Tergugat | menikah di gereja kemudian didaftarkan di Dukcapil
namun Saksi belum pernah melihat dokumen asli tentang pernikahan
Tergugat | sudah didaftarkan di Dukcapil;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang dokumen Akta Perceraian yang
dibatalkan;

Bahwa alamat Saksi sebelum menikah adalah di Jebres, Surakarta;
Bahwa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Karanganyar, Saksi

menjadi Saksi dari Penggugat;
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Bahwa pengajuan gugatan perceraian antara Tergugat | dengan
Penggugat tahun 2023;
Bahwa putusan tersebut di Pengadilan Negeri Karanganyar yang
menang Tergugat | kemudian di tingkat banding dan kasasi
dimenangkan Penggugat;
Bahwa Tergugat | dengan Penggugat tidak tinggal satu rumah sejak
ada gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar;
Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat | menikah lagi pada saat Saksi
mau pindah Kartu Keluarga;
Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal di mana;
Bahwa Saksi dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dengan
Tergugat [;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat | dan Tergugat

Il serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

. Fritz Yohanes Dae Pany:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat |, Tergugat Il
sedangkan dengan Turut Tergugat tahu dan tidak ada hubungan
keluarga dengan Penggugat, Tergugat | dan Tergugat II;

Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Tergugat | dan Tergugat Il
pada tahun 2021 dalam pertemuan Klasis gereja Solo, di GKJ
Margoyudan, di Nusukan, di Palur, di PPKS selanjutnya dengan
Tergugat Il bertemu tahun 2024 di gereja dekat Bendungan Tirtonadi,
pada saat itu Tergugat Il sebagai tuan rumah posisi Tergugat | dan
Tergugat Il sebagai among tamu dan Saksi sempat bersalaman dan
bertegur sapa dengan keduanya;

Bahwa Tergugat | dan Tergugat Il pada saat pertemuan gereja sudah
ada ikatan suami istri dan pada itu Saksi sempat menanyakan
pemberkatannya dan katanya pemberkatannya di gereja daerah
Mojosongo dan dilakukan oleh pendeta Titus;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemberkatannya sudah didaftarkan di

Dukcapil atau belum;
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Bahwa dalam ajaran Kristen apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh
dipisahkan oleh manusia;

Bahwa dalam ajaran Kristen Jawa tidak boleh dilakukan poligami;
Bahwa dari organisasi kepada Tergugat Il dilakukan sanksi dengan
memberhentikan dari pengurus BAGS;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Debora Dwi Handayani dan Dewi
Handayani adalah orang yang sama;

Bahwa terhadap Penggugat, sudah pernah dilakukan pendampingan
dari gereja;

Bahwa Saksi adalah pendeta di Gereja Kristen Jawa;

Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat | adalah saudara seiman;
Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat | punya hubungan relasi
yang sama di organisasi, Tergugat | sebagai pengurus di GKJ Dagen,
Palur;

Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat | dan Tergugat Il merupakan
suami istri;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi kenal dengan
pengurus GKJ Palur;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi kenal dengan
pengurus GKJ Palur;

Bahwa Saksi mendapatkan dokumen putusan kasasi dari pendeta
Novembri;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen asli Akta Nikah dari
Tergugat I,

Bahwa Saksi menghadiri persidangan hari ini karena awalnya yang
ditunjuk adalah pendeta Novembri tetapi karena yang bersangkutan
tidak bisa karena berhalangan maka Saksi yang menggantikannya;
Bahwa Saksi mendapatkan dokumen putusan kasasi dari pendeta
Novemobri;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen asli Akta Nikah dari

Tergugat I,
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Bahwa di GKJ sah tidaknya perkawinan di tangan Pemerintah, gereja
tidak punya hak untuk mensahkan perkawinan;

Bahwa proses pernikahan di gereja adalah awalnya melalui proses
pencatatan pernikahan sipil, dengan mengajukan permohonan di
gereja, kemudian melengkapi berkas, kemudian pengurus melakukan
pemeriksaan;

Bahwa apabila ada pihak-pihak yang keberatan maka pemberkatan
tidak dapat dilakukan;

Bahwa antara GKJ dan GBI adalah tidak sama;

Bahwa Pendeta Titus tidak berasal dari GKJ;

Bahwa Tergugat | masih menjadi jemaat di GKJ Palur;

Bahwa pada saat pertemuan Saksi di tempat Tergugat I, antara
Tergugat | dan Tergugat Il sudah menjadi suami isteri;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat | dan Tergugat

Il serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

. Fedrik Aldo Rico:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat | karena Saksi
adalah menantu dari Penggugat dan Tergugat I, tahu dengan
Tergugat Il Turut Tergugat tahu dan tidak ada hubungan keluarga
dengan Tergugat Il dan Turut Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat | pada tahun
2020 saat melamar anak Penggugat dan Tergugat | yaitu saudari
Edenia;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat | pada saat itu baik-baik
saja;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat | ada perubahan kelihatan
tidak baik-baik saja pada awal sampai akhir tahun 2023;

Bahwa Tergugat | pergi keluar dari rumah Juli 2023 tapi sesekali
datang ke rumah untuk menekan psikis Penggugat dan Tergugat |
pernah menyampaikan kalau istri Saksi (Edenia Affrilia) bukan anak

dari Penggugat dan Tergugat I;
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- Bahwa Tergugat | juga mengancam Penggugat kalau akan
menceraikannya;

- Bahwa tentang putusan Pengadilan Karanganyar perkara yang
diajukan oleh Tergugat | kepada Penggugat dan putusan tersebut
putusan tersebut dimenangkan oleh Tergugat I;

- Bahwa setelah ada putusan tersebut Tergugat | mengurus ke
Dukcapil;

- Bahwa setelah ada putusan tersebut Penggugat mengajukan banding
dan isi putusannya dimenangkan oleh Penggugat dengan
membatalkan putusan Pengadilan Karanganyar;

- Bahwa setelah ada putusan banding, Tergugat | mengajukan kasasi
dan putusan kasasi menolak kasasi dari Tergugat I;

- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat | telah bercerai dari
Penggugat kalau Kartu Keluarga telah diubah;

- Bahwa Saksi melihat kalau Tergugat | dan Tergugat Il tinggal satu
rumah pada saat Saksi lewat depan rumah Tergugat Il Saksi melihat
mobil Tergugat | sudah ada di depan rumah Tergugat Il;

- Bahwa inti dari perkara ini adalah tentang pembatalan perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak tahu, Dewi Handayani dengan Debora Dwi
Handayani adalah orang yang sama,

- Bahwa Saksi bertemu Debora Dwi Handayani pada saat mediasi
perkara ini di Pengadilan Negeri Surakarta;

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-5, P-6, P-7;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih diberi nafkah oleh
Tergugat | atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat | dan Tergugat

Il serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat | dan Tergugat Il telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313112107520002 tanggal 19

Maret 2024 atas nama Drs. Hendarto Rahardjo, M.A, diberi tanda bukti T-

1
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2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372046609770004 tanggal 23 Juli
2024 atas nama Dewi Handayani, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313112905055935 tanggal 11 Juli
2024 atas nama Kepala Keluarga Drs. Hendarto Rahardjo,M.A, diberi
tanda T-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372051106150013 tanggal 15 Juni
2026 atas nama Kepala Keluarga Dewi Handayani, diberi tanda bukti T-
4,

5. Fotokopi Akta Nikah Gereja antara Hendarto Rahardjo, M.A dengan Dewi
Handayani, S.Th tanggal 20 Juli 2024, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-23072024-0001
tanggal 23 Juli 2024 antara Hendarto Rahardjo dan Dewi Handayani,
diberi tanda bukti T-6;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-6 telah diberi
meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada
aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat | dan Tergugat I tidak mengajukan bukti
Saksi walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut
Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI
tanggal 9 Juli 2024, diberi tanda bukti TT-01;

2. Fotokopi Surat Rekomendasi Pemberkatan Nikah Nomor
30/GBI.HOS/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, diberi tanda bukti TT-02;

3. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Nomor
027/GBI.HOS/VI1/2024 tanggal 20 Juli 2024, diberi tanda bukti TT-03;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian  Nomor 3313-CR-18032024-001
tanggal 18 Maret 2024 antara Hendarto Rahardjo dengan Pirindiyah Sri
Suwani, diberi tanda bukti TT-04;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-11072024-0005 atas
nama Hendarto Raharjo tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh
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Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, diberi tanda bukti TT-
05;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Handayani, diberi tanda
bukti TT-06;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372051106150013 tanggal 29 Juni
2019 atas nama Kepala Keluarga Dewi Handayani, diberi tanda bukti TT-
07,

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 598/1988/D tanggal 26 Mei 1988
atas nama Dewi Handayani yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan
Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda bukti TT-08;

. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-10082016-0007 tanggal

[{e]

18 Agustus 2016 atas nama David Tandya Nugraha, diberi tanda bukti
TT-09;

10.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Hendarto Rahardjo,
M.A., diberi tanda bukti TT-10;

11.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313112905055935 tanggal 19 Maret
2024 atas nama Kepala Keluarga Drs. Hendarto Rahardjo, M.A., diberi
tanda bukti TT-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-23072024-0001
tanggal 23 Juli 2024 antara Hendarto Rahardjo dengan Dewi Handayani,
diberi tanda bukti TT-12;

Menimbang bahwa bukti surat TT-01 sampai dengan TT-12 telah
diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT-03, bukti TT-06, bukti TT-07, bukti
TT-08 dan bukti TT-10 berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi
walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat Il dan Turut
Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 30 Juli
2026;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;
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Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat | dan Tergugat Il berisi
Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu
bagian eksepsinya baru kemudian pokok perkaranya;

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi gugatan kabur, tidak lengkap dan tidak jelas (Obscuur libel)
Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menuliskan nomor akta
perkawinan milik Tergugat | dengan Tergugat Il. Dalam posita maupun
petitum dituliskan akta nomor perkawinan antara Tergugat | dengan
Tergugat Il adalah 3372-KW-2307202024-0007 padahal yang benar
adalah 3372-KW-23072024-0001. Bahwa oleh karena terjadi kesalahan
yang cukup fatal mengenai penulisan nomor akte perkawinan yang
menjadi pokok sengketa mengakibatkan gugatan kabur.
Bahwa selain kesalahan penulisan akta perkawinan, dalam petitum
gugatan Penggugat juga tidak dituliskan kapan perkawinan dilakukan.
Dengan tidak dicantumkannya tanggal pernikahan antara Tergugat |
dengan Tergugat Il dapat mengakibatkan potensi kekeliruan dalam
pelaksanaannya yang dapat merugikan pihak lain.

2. Eksepsi Gugatan sudah lewat waktu atau Daluarsa.
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu atau
daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang
no.l tahun 1974 tentang perkawinan karena telah melebihi jangka waktu
6 (bulan). Jika dilihat dari perkawinan antara Tergugat | dengan Tergugat
Il yang telah dilangsungkan sejak tahun 2024 maka gugatan Penggugat
yang baru diajukan pada tahun 2026 telah melampaui jangka waktu yang
telah diatur dalam undang-undang.

3. Eksepsi Error in Persona
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Bahwa gugatan Penggugat keliru dalam menentukan pihak-pihak dalam
gugatan. Dalam gugatan yang ditarik sebagai pihak Tergugat Il adalah
DEBORA DWI HANDAYANI di mana para Tergugat tidak mengetahui
pihak yang dimaksud dikarenakan dalam seluruh dokumen
kependudukan yang melangsungkan pernikahan adalah antara Tergugat
| yang bernama HENDARTO RAHARJO dengan Tergugat Il yang
bernama DEWI HANDAYANI;
Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat | dan Tergugat Il, Para
Penggugat menanggapi sebagaimana dalam Repliknya;
Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi
dari Tergugat | dan Tergugat Il sebagai berikut:
1. Eksepsi Gugatan Kabur, Tidak Lengkap dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il pada angka
1 (satu) sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan,
sehingga dengan demikian eksepsi ini sudah selayaknya juga harus
ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Sudah Lewat Waktu Atau Daluarsa

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat | dan Tergugat Il pada angka
2 (dua) sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan,
sehingga dengan demikian eksepsi ini sudah selayaknya juga harus
ditolak;

3. Eksepsi Error In Persona

Menimbang bahwa mengenai eksepsi error in persona Majelis
Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk
menentukan ruang lingkup gugatan dan para pihak yang dipandang
relevan untuk digugat;

Menimbang bahwa selain dari pada itu ternyata Tergugat Il hadir
ke persidangan diwakili oleh Kuasanya serta eksepsi Tergugat | dan
Tergugat Il juga sudah memasuki materi pokok perkara yang harus
dibuktikan, sehingga dengan demikian eksepsi ini sudah selayaknya juga

harus ditolak;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka sudah selayaknya seluruh eksepsi dari Tergugat | dan
Tergugat Il ditolak untuk seluruhnya,;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
mengenai gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat | dan Tergugat Il
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3372-KW-
23072024-0001 tanggal 23 Juli 2024 dengan didasarkan pada dalil-dalil
sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat | Menikah pada tanggal 28
April 1982 dengan Akte Perkawinan Nomor : 474.2.24/P.A di Catatan Sipil
Kotamadya Salatiga dan memiliki 2 (dua) anak perempuan yang bernama
Henny Nindiasih Rahardjo dan Edenia Aprilia Andari Rahardjo sedangkan
perkawinan antara Tergugat | dan Penggugat sudah berlangsung selama 41
tahun kemudian Tergugat | mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan
Negeri Karanganyar, pada tanggal 11 Agustus 2023, dengan Nomor Perkara
57/Pdt.G/PN.Krg dan Tergugat | Pada Tingkat Pertama menang kemudian
Penggugat mengajukan Banding dengan nomor Perkara 97/Pdt./2024/PT
Semarang di Pengadilan Tinggi Semarang yang memenangkan Penggugat
dengan amar putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Karanganyar dengan nomor Putusan 57/Pdt.G/PN.Krg dan menyatakan
Penggugat dan Tergugat | masih Suami-Istri dan selanjutnya Tergugat |
mengajukan kasasi di Mahkamah Agung Nomor perkara 4317/K/Pdt/2024
dalam Tingkat Kasasi Penggugat dinyatakan menang. Putusan Kasasi
memperkuat Putusan Tingkat Banding, nomor Perkara 97/Pdt./2024/ PT
Semarang;

Bahwa Tergugat | mengurus Akte Perceraian Ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan dasar
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Krg
belum mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Sehingga Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar Menerbitkan Akte Perceraian
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Nomor 3313-CR-18 32024-0001. Dengan demikian Akte Perceraian
Tersebut tidak sah.

Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Kepada Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Karanganyar untuk
Membatalkan Akte Perceraian Nomor 3313-CR-1832024-0001. yang di
keluarkan Pada tanggal 18 Maret 2024 dan Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor 400.12/1 Tahun 2026, Tentang membatalkan Akte Perceraian Nomor
3313-CR-1832024-0001, Atas Nama Tergugat 1 dan Penggugat;

Bahwa Tergugat | mencatatkan  perkawinan dengan Tergugat Il
berdasarkan Akte Perceraian 3313-CR-1832024-0001 yang telah dibatalkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karanganyar. Turut Tergugat ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surakarta) menerbitkan Akte Perkawinan Nomor: 3372-KW-
2307202024-0007, atas nama Tergugat | dan Tergugat Il;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan
karena perkawinan antara Tergugat | dan Tergugat Il tidak sah, karena
Penggugat masih istri sah secara agama dan Negara dari Tergugat I, dalam
Perkawinan Agama Kristen tidak mengenal Poligami, Tetapi Monogomi;

Menimbang bahwa Tergugat | dan Tergugat Il dalam jawabannya
telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah
Tergugat | dan Tergugat Il dalam melakukan pencatatan perkawinannya
telah sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh
turut Tergugat sehingga pencatatan perkawinan Tergugat | dan Tergugat Il
adalah sah dan sebenarnya Penggugat telah lama mengetahui tentang
adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan antara Tergugat | dan
Tergugat Il dan tidak keberatan atas pencatatan tersebut. Permasalahan
baru terjadi ketika antara Penggugat dengan Tergugat | tidak kunjung
memperoleh kesepakatan tentang pembagian harta bersama yang diperoleh
selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa Tergugat | tidak pernah mendapatkan pemberitahuan tentang
adanya Surat Keputusan Nomor 400.12/1 tahun 2026 tentang Pembatalan
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Akta Perceraian nomor 3313-CR-1832024-0001 atas nama Penggugat dan
Tergugat | yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Karanganyar dan oleh karena pencatatan perkawinan antara
Tergugat | dan Tergugat Il senyatanya telah terbit terlebih dahulu dan Surat
Keputusan nomor 400.12/1 tahun 2026 tentang Pembatalan Akta Perceraian
Nomor 3313-CR-1832024-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Karanganyar tidak berlaku surut maka pencatatan perkawinan antara
Tergugat | dan Tergugat Il sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan
Nomor 3372-KW-23072024-0001 adalah sah dan mengikat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa benar
Turut Tergugat telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3372-
KW-2307202024-0007 antara Drs. Hendarto Raharjo, MA. dan Debora Dwi
Handayani tertanggal 23 Juli 2024 berdasarkan permohonan dari Tergugat Il
dengan mengisi formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
(F-2.01) tanggal 9 Juli 2024 dengan dokumen-dokumen persyaratannya dan
tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
3372-KW-2307202024-0007 antara Drs. Hendarto Raharjo, MA. dan Debora
Dwi Handayani tertanggal 23 Juli 2024 telah didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku vyaitu Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 51 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Turut
Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan sesuai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
di mana Undang-Undang tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan,
pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia
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sebagaimana tercantum dalam pertimbangan dalam pembentukan Undang-
Undang tersebut.

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum pembuktian maka setiap
orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna
meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut (vide Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
jo. Pasal 163 HIR), dan oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan
terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berikutnya
kepada Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugat dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: bukti P-1 sampai dengan bukti
P-18, serta bukti 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Edenia Affrilia Andari R,
Fritz Yohanes Dae Pany dan Fedric Aldo Rico dan sedangkan untuk
menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat | dan Tergugat Il telah
mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-
6 namun tidak mengajukan bukti Saksi, sedangkan Turut Tergugat
mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-01 sampai dengan TT-12
namun tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tuntutan/petitum pokok dari gugatan Penggugat yaitu:
menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat | dan Tergugat Il tidak sah
dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta untuk mencabut Akta Perkawinan Antara Tergugat | dan
Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Petikan Akte
Perkawinan Nomor 474.2.24/P.A tanggal 28 April 1982 diperoleh fakta
bahwa Hendarto Rahardjo (Tergugat I) dan Pirindijah Sri Juwani (Penggugat)
telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1982 dan
mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Henny Windiasih Rahardjo dan Edenia
Affrilia Andari Rahardjo sebagaimana bukti P-2 dan P-3;
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Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 diperoleh fakta bahwa
Tergugat | Drs. Hendarto Rahardjo, M.A (Tergugat 1) telah mengajukan
gugatan cerai kepada Pirindiyah Sri Yuwani Amd.Keb (Penggugat) dan
kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN
Krg di mana petitum angka 2 adalah menyatakan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal
10 April 2026 di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Petikan Akte
Perkawinan Nomor 474.2.24/P.A yang telah didaftarkan serta dicatatkan
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta
pada tanggal 28 April 1982 diputus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut kemudian
Tergugat | mendaftarkan perceraiannya dengan Penggugat sehingga
terbitlah bukti TT-04 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 3313-CR-
18032024-0001 tanggal 18 Maret 2024,

Menimbang bahwa setelah adanya putusan dalam bukti P-5
Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding berdasarkan bukti P-6
berupa Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT SMG tanggal 29 Februari 2024
yang dalam petitumnya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Karanganyar Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 4 Januari 2024
yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa atas putusan banding dalam bukti P-5 tersebut
kemudian Tergugat | telah mengajukan upaya hukum kasasi (bukti P-7) di
mana dalam petitumnya menyebutkan bahwa menolak permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi Drs. Hendarto Rahardjo, M.A tersebut dan
berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 7/SK/1/2026/PN Krg
tanggal 21 Januari 2026  diperoleh  fakta bahwa  Kuasa
Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sudah diberitahukan mengenai isi
bunyi putusan tingkat kasasi pada tanggal 12 Desember 2024 dan Kuasa
Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti P-5 dan bukti P-6 serta bukti
P-7 tersebut, kemudian Penggugat mengajukan bukti surat P-9 berupa Surat
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tanggal 19 Januari 2026 hal Laporan dan Permohonan Pembatalan Akte
Cerai dan Kartu Keluarga yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan
mengeluarkan bukti P-10 berupa Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor 400.12/1 Tahun 2026
yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Karanganyar membatalkan Akta Perceraian Nomor 3313-
CR-18032024-0001 tanggal 18 Maret 2024 nama Hendarto Rahardjo dengan
Pirindiyah Sri Yuwani sehingga catatan Akta Perceraian pada Register Akta
Perceraian: 3313-CR-18032024-0001 tanggal 18 Maret 2024 nama Hendarto
Rahardjo dengan Pirindiyah Sri Yuwani;

Menimbang bahwa berdasarkan P-10 tersebut diperoleh fakta bahwa
antara Hendarto Rahardjo (Tergugat |) dengan Pirindiyah Sri Yuwani
(Penggugat) seharusnya masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa namun berdasarkan bukti TT-12 berupa Fotokopi
Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-23072024-0001 telah ternyata
bahwa Hendarto Rahardjo (Tergugat 1) dan Dewi Handayani (Tergugat II)
telah mencatatkan perkawinan antara mereka berdua yang sebelumnya
dilaksanakan pemberkatan di Gereja Bethel Indonesia tanggal 20 Juli 2024
berdasarkan bukti TT-01, TT-02, TT-03 sedangkan Tergugat | (Hendarto
Rahardjo) mengetahui berdasarkan bukti P-6 tanggal 29 Februari 2024 dan
bukti P-7 tanggal 21 Oktober 2024, Tergugat | (Hendarto Rahardjo) dan
Penggugat (Pirindiyah Sri Yuwani) masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat dari
Penggugat tanggal 18 Februari 2026 dan bukti P-15 berupa Surat dari
Penggugat tanggal 5 Maret 2026, Penggugat sudah mengirimkan surat
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
(Turut Tergugat) untuk mendapatkan dokumen perkawinan antara Tergugat |
dengan Tergugat Il namun berdasarkan bukti P-16 berupa Surat dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta perihal atas
permohonan pembatalan perkawinan dan bukti P-17 berupa Surat dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta perihal tanggapan atas
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permohonan dokumen Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-23072024-0001, di
mana permohonan Penggugat untuk mendapat data perkawinan Tergugat |
dan Tergugat Il telah ditolak oleh Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas telah ternyata perbuatan Tergugat | (Hendarto Rahardjo)
mendaftarkan perceraiannya dengan Penggugat (Pirindiyah Sri Yuwani)
sedangkan ternyata atas perceraian antara Tergugat | (Hendarto Rahardjo)
dengan Penggugat (Pirindiyah Sri Yuwani) belumlah terjadi karena gugatan
perceraiannya dengan Penggugat telah ditolak oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi (vide bukti P-6) yang dikuatkan oleh Majelis Hakim
Kassasi (vide bukti P-7) bahkan dari bukti P10 telah ternyata Tergugat |
(Hendarto Rahardjo) dengan Penggugat (Pirindiyah Sri Yuwani) telah
dibatalkan akta perceraiannya namun Tergugat | (Hendarto Rahardjo) telah
mencatatkan perkawinannya dengan Tergugat Il (Debora Dwi Handayani) di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sehingga petitum
angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan
maka sudah selayaknya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat | dan
Tergugat Il dibatalkan maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan
bahwa pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang
mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan
perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ayat (2)
menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan
mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) adalah tidak
beralasan hukum sehingga sudah selayaknya petitum angka 4 (empat) harus
ditolak;
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Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) adalah
berlebihan sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di
atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk
sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk
sebagian sehingga Tergugat | dan Tergugat Il berada di pihak yang kalah
maka Tergugat | dan Tergugat Il dihukum untuk membayar biaya perkara ini
yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga sudah
selayaknya petitum angka 6 (enam) untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata
bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap
yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada
urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain
yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah
diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya
yang berkaitan;

MENGADILL:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat | dan Tergugat Il
dengan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-23072024-0001 adalah tidak

sah;
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3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta) untuk mencabut Akta Perkawinan
Nomor 3372-KW-23072024-0001 antara Tergugat | dan Tergugat Il;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026
oleh kami Nurhayati Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ledis
Meriana Bakara, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal
24 Agustus 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara
elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ledis Meriana Bakara,
S.H., M.H. dan Sri Peni Yudawati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota dan
Sukijo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa
Tergugat | dan Tergugat Il serta Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
Ledis Meriana Bakara , S.H., M.H. Nurhayati Nasution, S.H., M.H.
ttd

Sri Peni Yudawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Sukijo, S.H., M.H.
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Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp125.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang : Rp102.000,00
4. Biaya penggandaan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp_10.000,00 +
Jumlah : Rp297.000,00
(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Pengadilan Negeri Surakarta 3. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
e 6151106008100 Hal. 32 dari 32 hal. PutusanTWOWFgmgﬁﬁgnqg@'ﬁﬂ;ﬁgiﬁz
Digital Signature www. mahkamahagung. go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron“

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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